
 

 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.146, 2016 KEUANGAN NEGARA. APBN. Tahun 2016. 
 Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan 
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
 5907) 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2016 disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan 

dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka 

mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 

berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia 

yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan 

kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; 

  b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2016, telah terjadi perkembangan 

Asumsi Dasar Ekonomi Makro serta perubahan pokok-pokok 

kebijakan fiskal yang mempunyai dampak cukup signifikan 

terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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Tahun Anggaran 2016; 

  c. bahwa untuk mengamankan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu 

segera dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan 

negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan 

dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih 

realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran 

pembangunan ekonomi tahun 2016 dan jangka menengah, 

baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional 

dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas 

lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada 

masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap 

menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program 

pembangunan nasional; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 

ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
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Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5650); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5767); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

 UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN 

 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 

 2016.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5767) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 

diperkirakan sebesar Rp1.786.225.025.908.000,00 (satu 

kuadriliun tujuh ratus delapan puluh enam triliun dua 

ratus dua puluh lima miliar dua puluh lima juta sembilan 

ratus delapan ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: 

a. Penerimaan Perpajakan; 
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b. PNBP; dan 

c. Penerimaan Hibah. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a diperkirakan sebesar 

Rp1.539.166.244.581.000,00 (satu kuadriliun lima 

ratus tiga puluh sembilan triliun seratus enam puluh 

enam miliar dua ratus empat puluh empat juta lima 

ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan 

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. 

(2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar 

Rp1.503.294.744.581.000,00 (satu kuadriliun lima 

ratus tiga triliun dua ratus sembilan puluh empat 

miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus 

delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. pendapatan pajak penghasilan; 

b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan 

jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; 

c. pendapatan pajak bumi dan bangunan; 

d. pendapatan cukai; dan 

e. pendapatan pajak lainnya. 

(3) Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar 

Rp855.842.695.146.000,00 (delapan ratus lima puluh 

lima triliun delapan ratus empat puluh dua miliar 

enam ratus sembilan puluh lima juta seratus empat 

puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya termasuk 

pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) 

atas:  
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a. komoditas panas bumi sebesar 

Rp1.848.688.290.000,00 (satu triliun delapan ratus 

empat puluh delapan miliar enam ratus delapan 

puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu 

rupiah) termasuk di dalamnya kekurangan untuk 

tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil 

audit Badan Pemeriksa Keuangan yang 

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan;  

b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga 

atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam 

penerbitan dan/atau pembelian 

kembali/penukaran SBN di pasar internasional, 

tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, 

sebesar Rp7.731.753.210.000,00 (tujuh triliun 

tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima 

puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) 

termasuk di dalamnya kekurangan untuk tahun 

anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit 

Badan Pemeriksa Keuangan yang pelaksanaannya 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; 

c. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh 

masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo 

dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sebesar 

Rp41.834.500.000,00 (empat puluh satu miliar 

delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu 

rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan; dan 

d. penghasilan dari penghapusan secara mutlak 

piutang negara nonpokok yang bersumber dari 

penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana 

Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah 

yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) sebesar Rp84.470.000.000,00 (delapan 

puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh juta 

rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan 
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Peraturan Menteri Keuangan. 

(4) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar 

Rp474.235.340.875.000,00 (empat ratus tujuh puluh 

empat triliun dua ratus tiga puluh lima miliar tiga 

ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima 

ribu rupiah).  

(5) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar 

Rp17.710.597.643.000,00 (tujuh belas triliun tujuh 

ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh 

juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah). 

(6) Pendapatan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf d diperkirakan sebesar 

Rp148.091.229.460.000,00 (seratus empat puluh 

delapan triliun sembilan puluh satu miliar dua ratus 

dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu 

rupiah). 

(7) Pendapatan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf e diperkirakan sebesar 

Rp7.414.881.457.000,00 (tujuh triliun empat ratus 

empat belas miliar delapan ratus delapan puluh satu 

juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). 

(8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

diperkirakan sebesar Rp35.871.500.000.000,00 (tiga 

puluh lima triliun delapan ratus tujuh puluh satu 

miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:  

a. pendapatan bea masuk; dan 

b. pendapatan bea keluar. 

(9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) huruf a diperkirakan sebesar 

Rp33.371.500.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun tiga 

ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) 

yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk 

ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar 
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Rp529.493.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan 

miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) 

yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

(10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) huruf b diperkirakan sebesar 

Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar 

rupiah). 

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan 

Perpajakan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam 

Peraturan Presiden.  

 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 5 

(1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

diperkirakan sebesar Rp245.083.608.667.000,00 (dua 

ratus empat puluh lima triliun delapan puluh tiga 

miliar enam ratus delapan juta enam ratus enam 

puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:  

a. penerimaan SDA; 

b. pendapatan bagian laba BUMN; 

c. PNBP lainnya; dan 

d. pendapatan BLU. 

(2) Penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diperkirakan sebesar 

Rp90.524.419.498.000,00 (sembilan puluh triliun lima 

ratus dua puluh empat miliar empat ratus sembilan 

belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu 

rupiah), yang terdiri atas: 

a.  penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan 

gas bumi (SDA migas); dan 

b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi 

dan gas bumi (SDA nonmigas). 
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(3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar 

Rp34.164.000.000.000,00 (tiga puluh empat triliun 

seratus enam puluh empat miliar rupiah). 

(4) Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN 

di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang 

bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan 

dilakukan: 

a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), 

BUMN, dan Perbankan; 

b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan 

yang baik; dan 

c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian 

piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha 

perbankan tersebut. 

(5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c diperkirakan sebesar 

Rp84.123.961.229.000,00 (delapan puluh empat triliun 

seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam 

puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu 

rupiah). 

(6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d diperkirakan sebesar 

Rp36.271.227.940.000,00 (tiga puluh enam triliun dua 

ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh 

tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun 

Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan 

Presiden.  

 

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6 

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
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huruf c diperkirakan sebesar Rp1.975.172.660.000,00 (satu 

triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh 

puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). 

 

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 

diperkirakan sebesar Rp2.082.948.885.885.000,00 (dua 

kuadriliun delapan puluh dua triliun sembilan ratus empat 

puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta 

delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan 

b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

 

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperkirakan sebesar 

Rp1.306.695.982.113.000,00 (satu kuadriliun tiga 

ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima 

miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus 

tiga belas ribu rupiah). 

(2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan 

hibah negara sebesar Rp8.537.306.455.000,00 

(delapan triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar tiga 

ratus enam juta empat ratus lima puluh lima ribu 

rupiah), yang dihibahkan dan/atau diterushibahkan 

ke daerah.  

(3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas: 

a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi;  
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b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan 

c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran 

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, 

dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

diatur dalam Peraturan Presiden. 

 

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 9 

(1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

diperkirakan sebesar Rp776.252.903.772.000,00 

(tujuh ratus tujuh puluh enam triliun dua ratus lima 

puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus 

tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Transfer ke Daerah; dan 

b. Dana Desa. 

(2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a diperkirakan sebesar 

Rp729.270.823.772.000,00 (tujuh ratus dua puluh 

sembilan triliun dua ratus tujuh puluh miliar delapan 

ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua 

ribu rupiah), yang terdiri atas:  

a. Dana Perimbangan;  

b. Dana Insentif Daerah; dan 

c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b diperkirakan sebesar Rp46.982.080.000.000,00 

(empat puluh enam triliun sembilan ratus delapan 

puluh dua miliar delapan puluh juta rupiah). 

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan 

ketentuan: 

a. 90% (sembilan puluh persen) dialokasikan secara 
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merata kepada setiap desa; dan 

b. 10% (sepuluh persen) dialokasikan berdasarkan 

jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, 

luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis 

desa. 

 

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 10 

 Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar 

Rp705.458.939.888.000,00 (tujuh ratus lima triliun empat 

ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh 

sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. Dana Transfer Umum; dan 

b. Dana Transfer Khusus.  

 

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 11 

(1) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 huruf a diperkirakan sebesar 

Rp494.436.692.950.000,00 (empat ratus sembilan 

puluh empat triliun empat ratus tiga puluh enam 

miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan 

ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:  

a. DBH; dan 

b. DAU. 

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diperkirakan sebesar Rp109.075.845.850.000,00 

(seratus sembilan triliun tujuh puluh lima miliar 

delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus 

lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. DBH Pajak; dan 
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b. DBH SDA. 

(3) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a diperkirakan sebesar Rp68.619.557.948.000,00 

(enam puluh delapan triliun enam ratus sembilan 

belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan 

ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);  

b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan 

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

(WPOPDN); dan 

c. Cukai Hasil Tembakau (CHT). 

(4) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b diperkirakan sebesar Rp40.456.287.902.000,00 

(empat puluh triliun empat ratus lima puluh enam 

miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan 

ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Minyak Bumi dan Gas Bumi;  

b. Mineral dan Batubara; 

c. Kehutanan; 

d. Perikanan; dan 

e. Panas Bumi. 

(5) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c dan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan DBH 

Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 

c, diatur sebagai berikut: 

a. Penerimaan DBH CHT, baik bagian provinsi 

maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan 

dengan ketentuan: 

1. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk 

mendanai peningkatan kualitas bahan baku, 

pembinaan industri, pembinaan lingkungan 

sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, 

dan/atau pemberantasan barang kena cukai 

ilegal; dan 

2. Paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk 
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mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan 

dan prioritas daerah. 

b. Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik 

bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota 

digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, 

kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas 

Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi 

Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang 

merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang 

disalurkan pada tahun 2016 maupun tahun-tahun 

sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah 

dapat digunakan untuk: 

1. Pengelolaan taman hutan raya (tahura); 

2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

hutan; 

3. Penataan batas kawasan; 

4. Pengawasan dan perlindungan; 

5. Penanaman pohon pada daerah aliran sungai 

(DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan 

kiri sungai (kakisu), dan pengadaan bangunan 

konservasi tanah dan air; 

6. Pengembangan perbenihan; dan/atau 

7. Penelitian dan pengembangan, antara lain, 

pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan 

unggulan lokal, dan penerapan sistem tebang 

pilih tanam jalur. 

(6) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma 

tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) 

neto atau diperkirakan sebesar 

Rp385.360.847.100.000,00 (tiga ratus delapan puluh 

lima triliun tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus 

empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). 

(7) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan 
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Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan Penerimaan 

Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah. 

(8) Dalam hal terjadi perubahan APBN menyebabkan PDN 

neto bertambah atau berkurang, besaran DAU 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengalami 

perubahan.  

 

10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) 

Pasal 12 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 

disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), dan di antara ayat 

(4) dan ayat (5) Pasal 12 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat 

(4A) dan ayat (4B) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 12 

(1) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 huruf b diperkirakan sebesar 

Rp211.022.246.938.000,00 (dua ratus sebelas triliun 

dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam 

juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) 

yang terdiri atas: 

a. DAK Fisik; dan 

b. DAK Nonfisik. 

(2) Pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan daerah 

dengan memperhatikan prioritas nasional dan 

kemampuan keuangan negara. 

(2A) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

termasuk untuk penyelesaian atas kekurangan 

penyaluran DAK Tahun Anggaran 2015. 

(3) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a diperkirakan sebesar Rp89.809.364.966.000,00 

(delapan puluh sembilan triliun delapan ratus 

sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat juta 

sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. DAK Reguler sebesar Rp62.342.235.128.000,00 
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(enam puluh dua triliun tiga ratus empat puluh 

dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus 

dua puluh delapan ribu rupiah); 

b. DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar 

Rp24.861.399.506.000,00 (dua puluh empat triliun 

delapan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus 

sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu 

rupiah); dan 

c. DAK Afirmasi sebesar Rp2.605.730.332.000,00 

(dua triliun enam ratus lima miliar tujuh ratus tiga 

puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). 

(4) DAK Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan: 

a. Bidang Pendidikan sebesar 

Rp2.665.340.000.000,00 (dua triliun enam ratus 

enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta 

rupiah); 

b. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar 

Rp17.393.813.147.254,00 (tujuh belas triliun tiga 

ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tiga 

belas juta seratus empat puluh tujuh ribu dua 

ratus lima puluh empat rupiah); 

c. Bidang Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air 

Minum, dan Sanitasi sebesar 

Rp729.730.781.000,00 (tujuh ratus dua puluh 

sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh 

ratus delapan puluh satu ribu rupiah); 

d. Bidang Kedaulatan Pangan sebesar 

Rp8.369.713.735.331,00 (delapan triliun tiga ratus 

enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga belas 

juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga 

puluh satu rupiah); 

e. Bidang Energi Skala Kecil sebesar 

Rp451.570.991.000,00 (empat ratus lima puluh 

satu miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan 

ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 

f. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar 
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Rp1.146.811.913.000,00 (satu triliun seratus 

empat puluh enam miliar delapan ratus sebelas 

juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah); 

g. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 

Rp1.396.680.832.000,00 (satu triliun tiga ratus 

sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan 

puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu 

rupiah); 

h. Bidang Transportasi sebesar 

Rp27.857.740.791.114,00 (dua puluh tujuh triliun 

delapan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus 

empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu 

ribu seratus empat belas rupiah); 

i. Bidang Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan 

Menengah, dan Pariwisata sebesar 

Rp1.465.385.084.301,00 (satu triliun empat ratus 

enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh 

lima juta delapan puluh empat ribu tiga ratus satu 

rupiah);  

j. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar 

Rp291.932.782.000,00 (dua ratus sembilan puluh 

satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta 

tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan 

k. Penyelesaian atas kekurangan penyaluran DAK 

Tahun Anggaran 2015 sebesar 

Rp573.515.071.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga 

miliar lima ratus lima belas juta tujuh puluh satu 

ribu rupiah). 

(4A) Dana sebesar Rp10.345.858.968.000,00 (sepuluh 

triliun tiga ratus empat puluh lima miliar delapan 

ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam 

puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari DAK 

Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

dialokasikan untuk kegiatan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. mendukung prioritas nasional dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2016; 
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b. merupakan kewenangan daerah, meliputi 

infrastruktur dan sarana/prasarana jalan, 

jembatan, irigasi, pasar, dan kesehatan; 

c. merupakan kebutuhan daerah baik berdasarkan 

usulan/proposal baru maupun proposal yang 

telah disampaikan, namun belum dapat dipenuhi 

dari DAK dalam APBN TA 2016; dan 

d. dapat dilaksanakan oleh daerah paling lambat 

sampai dengan akhir tahun anggaran. 

(4B) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4A) diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

(5) DAK Infrastruktur Publik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk 

mendanai kegiatan bidang infrastruktur publik sesuai 

dengan kebutuhan daerah. 

(6) DAK Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c digunakan untuk mendanai kegiatan 

pembangunan/ penyediaan: 

a. Infrastruktur jalan dan transportasi pedesaan 

pada Bidang Transportasi sebesar 

Rp1.672.858.919.000,00 (satu triliun enam ratus 

tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh 

delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu 

rupiah); 

b. Infrastruktur irigasi pada Bidang Kedaulatan 

Pangan sebesar Rp463.822.887.000,00 (empat 

ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua 

puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh 

ribu rupiah); dan 

c. Infrastruktur air minum dan sanitasi pada Bidang 

Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air 

Minum, dan Sanitasi sebesar 

Rp469.048.526.000,00 (empat ratus enam puluh 

sembilan miliar empat puluh delapan juta lima 

ratus dua puluh enam ribu rupiah). 

(7) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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huruf b diperkirakan sebesar 

Rp121.212.881.972.000,00 (seratus dua puluh satu 

triliun dua ratus dua belas miliar delapan ratus 

delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh 

dua ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 

Rp43.923.573.800.000,00 (empat puluh tiga 

triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar lima 

ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu 

rupiah);  

b. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar 

Rp2.281.900.000.000,00 (dua triliun dua ratus 

delapan puluh satu miliar sembilan ratus juta 

rupiah); 

c. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah 

sebesar Rp69.762.709.172.000,00 (enam puluh 

sembilan triliun tujuh ratus enam puluh dua 

miliar tujuh ratus sembilan juta seratus tujuh 

puluh dua ribu rupiah);  

d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah 

sebesar Rp1.020.513.000.000,00 (satu triliun dua 

puluh miliar lima ratus tiga belas juta rupiah); 

e. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan 

Desentralisasi (P2D2) sebesar 

Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar 

rupiah);  

f. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan 

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 

sebesar Rp3.559.850.000.000,00 (tiga triliun lima 

ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus 

lima puluh juta rupiah); dan 

g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2 

UKM dan Naker) sebesar Rp264.336.000.000,00 

(dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus 

tiga puluh enam juta rupiah). 
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(8) Daerah penerima DAK tidak menyediakan dana 

pendamping. 

 

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 14 diubah, 

dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 3 

(tiga) ayat yakni ayat (2A), ayat (2B), dan ayat (2C), sehingga 

Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

(1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar 

Rp18.811.883.884.000,00 (delapan belas triliun 

delapan ratus sebelas miliar delapan ratus delapan 

puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat 

ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Dana Otonomi Khusus; dan 

b. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

(2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar 

Rp18.264.433.884.000,00 (delapan belas triliun dua 

ratus enam puluh empat miliar empat ratus tiga puluh 

tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat sebesar 

Rp7.707.216.942.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus 

tujuh miliar dua ratus enam belas juta sembilan 

ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dibagi 

masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh 

persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh 

persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua 

sebesar Rp5.395.051.859.000,00 (lima triliun 

tiga ratus sembilan puluh lima miliar lima 

puluh satu juta delapan ratus lima puluh 
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sembilan ribu rupiah); dan 

2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat 

sebesar Rp2.312.165.083.000,00 (dua triliun 

tiga ratus dua belas miliar seratus enam 

puluh lima juta delapan puluh tiga ribu 

rupiah). 

b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh 

sebesar Rp7.707.216.942.000,00 (tujuh triliun 

tujuh ratus tujuh miliar dua ratus enam belas 

juta sembilan ratus empat puluh dua ribu 

rupiah); dan 

c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka 

Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat sebesar Rp2.850.000.000.000,00 

(dua triliun delapan ratus lima puluh miliar 

rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi 

Papua sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu 

triliun dua ratus miliar rupiah);  

2. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi 

Papua Barat sebesar Rp600.000.000.000,00 

(enam ratus miliar rupiah); dan 

3. Penambahan Dana Tambahan Infrastruktur 

sebesar Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun 

lima puluh miliar rupiah). 

(2A) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

angka 3 dibagi: 

a. 75% (tujuh puluh lima persen) atau sebesar 

Rp787.500.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh 

tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk Provinsi 

Papua; dan  

b. 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar 

Rp262.500.000.000,00 (dua ratus enam puluh 

dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk Provinsi 

Papua Barat. 

(2B) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) dibagi 

antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2C) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2A) diprioritaskan untuk infrastruktur jalan, 

jembatan, dan irigasi. 

(3) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

diperkirakan sebesar Rp547.450.000.000,00 (lima 

ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus lima 

puluh juta rupiah).  

 

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 16 

(1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 

2016 diperkirakan sebesar Rp177.754.491.596.000,00 

(seratus tujuh puluh tujuh triliun tujuh ratus lima 

puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh satu 

juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). 

(2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara 

tepat sasaran. 

(3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun 

anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, 

realisasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia 

Crude Price-ICP), dan/atau nilai tukar rupiah. 

(4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya yang 

dibayarkan sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program 

Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2016 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Presiden. 
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13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

(1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesar 

Rp416.589.778.142.000,00 (empat ratus enam belas 

triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh 

ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh 

dua ribu rupiah).  

(2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% 

(dua puluh koma nol persen), yang merupakan 

perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total 

anggaran Belanja Negara sebesar 

Rp2.082.948.885.885.000,00 (dua kuadriliun delapan 

puluh dua triliun sembilan ratus empat puluh delapan 

miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan 

ratus delapan puluh lima ribu rupiah). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran 

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diatur dalam Peraturan Presiden. 

 

14. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20A 

(1) Pemerintah memberikan Hibah kepada Pemerintah 

Daerah untuk digunakan sebagai Penyertaan Modal 

Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan 

kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang 

negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan 

pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan 

Rekening Pembangunan Daerah. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan dalam belanja Hibah sebesar 

Rp3.912.436.373.000,00 (tiga triliun sembilan ratus 
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dua belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga 

ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diberikan 

kepada 107 Pemerintah Daerah sebagai pemilik PDAM 

yang mempunyai utang kepada Pemerintah Pusat. 

(3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

langsung dipotong dan diperhitungkan sebagai 

pelunasan kewajiban PDAM atas piutang negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicatat 

sebagai Penerimaan Pembiayaan sebesar 

Rp883.113.073.000,00 (delapan ratus delapan puluh 

tiga miliar seratus tiga belas juta tujuh puluh tiga ribu 

rupiah) dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sebesar Rp3.029.323.300.000,00 (tiga triliun dua 

puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta 

tiga ratus ribu rupiah). 

(4) Atas penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Pemda melakukan Penyertaan Modal Daerah 

kepada PDAM dalam bentuk nonkas. 

 

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

(1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 

2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih 

kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam 

Tahun Anggaran 2016 terdapat anggaran defisit 

sebesar Rp296.723.859.977.000,00 (dua ratus 

sembilan puluh enam triliun tujuh ratus dua puluh 

tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta 

sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang 

akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran. 

(2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari 

sumber:  

a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar 
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Rp299.250.779.509.000,00 (dua ratus sembilan 

puluh sembilan triliun dua ratus lima puluh 

miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima 

ratus sembilan ribu rupiah); dan 

b. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif 

Rp2.526.919.532.000,00 (dua triliun lima ratus 

dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan 

belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah). 

(3) Pembiayaan Luar Negeri Neto sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b mencakup pembiayaan utang 

luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di 

pasar internasional. 

(4) Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Undang-Undang ini. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi 

Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan 

Presiden. 

 

16. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 30A 

(1) Untuk menjamin pelunasan pembelian atas tanah dan 

bangunan kepada masyarakat korban di dalam peta 

area terdampak lumpur Sidoarjo dialokasikan dana 

antisipasi sebesar Rp54.339.105.000,00 (lima puluh 

empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta 

seratus lima ribu rupiah). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana 

antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Presiden. 
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17. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 31 

(1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar 

Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian 

Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau 

dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada 

laporan posisi keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau 

akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN 

pada BUMN tersebut. 

(2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA 

Kementerian Negara/Lembaga yang akan 

dipergunakan oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang 

didalamnya terdapat saham milik negara sejak 

pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN 

pada BUMN/Perseroan Terbatas yang didalamnya 

terdapat saham milik negara yang menggunakan BMN 

tersebut. 

(3) Hasil proyek/kegiatan yang bersumber dari Bagian 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Bendahara 

Umum Negara (BUN) yang telah digunakan oleh Perum 

Bulog dan Perum Produksi Film Negara (PFN) 

sebagaimana telah direviu oleh Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan dan tercantum dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) audited 

Tahun Anggaran 2014, dialihkan menjadi PMN pada 

BUMN tersebut. 

(4) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 
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18. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 dihapus, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

 

Pasal 37 

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai 

berikut: 

a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi 

dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya 

yang menyebabkan turunnya pendapatan negara 

dan/atau meningkatnya belanja negara secara 

signifikan; 

b. kondisi sistem keuangan gagal menjalankan 

fungsi dan perannya secara efektif dalam 

perekonomian nasional; dan/atau 

c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN 

secara signifikan, 

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat dapat melakukan langkah-langkah: 

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 

ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016; 

2. pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam 

satu bagian anggaran dan/atau antarbagian 

anggaran; 

3. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka 

peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga 

sasaran program prioritas yang tetap harus 

tercapai; 

4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan 

pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu 

memperhitungkan ketersediaan SAL untuk 

kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun 

anggaran berjalan dan awal tahun anggaran 

berikutnya;  

5. penambahan utang yang berasal dari penarikan 

pinjaman dan/atau penerbitan SBN; dan/atau 
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6. pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS), dalam hal LPS mengalami 

kesulitan likuiditas.  

(2) Dihapus. 

(3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang 

tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan 

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih 

dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah 

usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

(4) Apabila persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan 

lain hal belum dapat ditetapkan maka Pemerintah 

dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(5) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-

langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 

dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

Tahun 2016. 

 

19. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 40 

Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang merupakan 

pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan 

paling lambat tanggal 31 Juli 2016. 

 

Pasal II 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Juli 2016 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

JOKO WIDODO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Juli 2016 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 
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